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Pelaksanaan layanan bantuan hukum ini merupakan wujud dari hak 
konstitusional yang dijamin oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam muatan 
Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pos 
bantuan hukum dalam kasus narkotika pada pos bantuan hukum belum terlaksana 
dengan optimal, diantaranya yaitu; (i) penerima layanan pos bantuan hukum tidak 
tepat sasaran, (ii) banyaknya kasus narkotika yang terjadi. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan 
hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma.  
Penelitian terhadap efektivitas hukum ini menggunakan jenis penelitian 
sosiologis hukum yaitu melakukan penelitian dilapangan dengan mewawancarai 
hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dan petugas pos bantuan hukum, 
serta 3 (tiga) data kasus Narkotika. Sifat penelitian ini deskripstif yang dituangkan 
dalam uraian secara logis dan sistematis. Teknik pengambilan sampel adalah 
proposive sampling yang menentukan kriteria tertentu untuk mewakili populasi. 
Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis 
yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara 
induktif. 
Hasil penelitian menunjukan pelasksanan pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2014 belum terlaksana secara optimal dikarenakan penerima layanan bantuan 
hukum bukan dari masyarakat tidak mampu. Sedangkan faktor pendorong 
diantaranya; (i) selalu siap memberikan layanan, (ii) melaksanakan sidang sesuai 
jadwal, dan faktor penghambat diantaranya; (i) masyarakat tidak tahu mengenai 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, 
bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
1
,  tertuang amanat 
bahwa jaminan kepastian hukum untuk setiap warga negara dipelihara oleh 
negara dilaksanakan oleh pemerintah.  
Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab dari Negara 
diatur dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : 
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”
2
. Dapat 
ditafsirkan bahwa Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan 
pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin
3
. Pemberian bantuan hukum 
merupakan salah satu wujud dari amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Ini menjelaskan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama/rata dihadapan hukum 
sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). 
Sebagai Negara hukum yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang demikian itu harus ada jaminan bahwa hukum dibuat dan 
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3
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ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi
4
. Bantuan hukum 
merupakan konsep yang lahir atas dasar dari pemahaman yang dalam 




Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
bantuan hukum bermakna penting bagi perkembangan hukum dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) di Indonesia, sebab hak atas bantuan hukum merupakan salah 
satu dari hak asasi yang harus dilindungi. Prinsip perlakuan sama dihadapan 
hukum (equality before the law)
6
 yang diakui secara normatif dan 
dilaksanakan secara empirik merupakan wujud Negara hukum yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.  
Penyediaan fasilitas oleh Negara salah satunya dalam bentuk pos 
bantuan hukum yang berada dilingkup peradilan. Posbakum dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman
7
 sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 
(1) tentang jaminan keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum. Dasar 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak 
mampu oleh posbakum dilingkup peradilan adalah surat edaran Mahkamah 
Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum 
dan sekarang diganti dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
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Negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi 
manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum
9
. Pasal 27 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud dari pelaksanaan Hak Asasi 
manusia (HAM) yang salah satunya mengenai perlindungan dan persamaan 
dalam hukum, menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa pos bantuan 
hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak 
mampu dalam ekonomi merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus 
implementasi Negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak 
asasi warga Negara akan akses kebutuhan terhadap keadilan (access to justice) 
dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
10
. Pengaturan ini 
bertujuan untuk menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok yang 
ekonominya di bawah. 
Dalam alquran dan hadis telah dijelaskan secara tegas bahwa memberi 
pertolongan (bantuan) antara sesama manusia dalam semua aspek kehidupan 
sangat dianjurkan terutama didalam perkara-perkara kebajikan dan dilarang 
jika tolong menolong tersebut dilakukan untuk kemunkaran dan maksiat 
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kepada Allah swt, hal ini terdapat dalam alquran surah Al-Maidah ayat 2 yang 
berbunyi: 
                         
         
Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa 




Ayat ini menjelaskan bahwa tolong-menolong atau memberikan 
bantuan antar sesama sangat dianjurkan oleh agama baik dalam hal yang 
bersifat duniawi maupun dalam hal yang bersifat ukhrawi. Hal inilah yang 
mempengaruhi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat yang ekonominya di bawah maupun secara keilmuannya. 
Pos bantuan hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan 
Negeri bagi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada 
pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan, 
bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum bagi masyarakat 
pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu. 
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Bantuan hukum ini merupakan media yang digunakan oleh semua 
orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya atas adanya tindakan yang 
berlawanan dengan kaidah hukum yang ada. Ini didasari oleh pentingnya 
perlindungan hukum untuk setiap manusia sebagai subjek hukum guna 
menjamin penegakan hukum tersebut. Bantuan hukum tersebut bersifat 
membela masyarakat yang tidak memandang latar belakang, asal-usul, 
keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan dan juga kaya atau miskinnya 
seseorang.  
Pelaksanaan pos bantuan hukum ini khususnya pada kasus narkotika di 
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mewujudkan hak-hak konstitusional 
yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena keterbatasan biaya. 
Kejahatan narkotika itu sendiri merupakan musuh bangsa sejak lama yang kini 
kian mengkhawatirkan. Berbagai cara penanggulangan dan pencegahan 
terhadap penyalahan narkotika dilakukan, karena ini adalah tanggung jawab 
bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak 
kepolisian atau pemerintah saja melainkan seluruh komponen masyarakat 
yang diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Sesuai 
dengan amanat dalam berbagai Perundang-Undangan Negara salah satunya 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika
12
. 
Hambatan utama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk beracara di 
Pengadilan Negeri adalah berkaitan dengan biaya perkara. Pada kenyataannya 
banyak masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum di Pengadilan jika 
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dilihat bukan termasuk golongan masyarakat tidak mampu untuk 
menyelesaikan perkara di Pengadilan
13
. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
pengawasan dalam penentuan penerima bantuan hukum pada pos bantuan 
hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. 
Hakikatnya bantuan hukum yang diberikan Negara melalui Pengadilan 
dimana menyangkut lebih banyak perkara dimana terdakwanya diancam 
hukuman 5 (lima) tahun atau lebih bagi yang tidak mampu menyewa penasihat 
hukum dalam segi ekonomi untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan yang 
diberi bantuan hukum secara cuma-cuma.  
Bukan hanya itu ada juga beberapa masyarakat yang belum tahu 
pelaksanaan dari pos bantuan hukum yang dapat membantu mereka 
menyelesaikan perkaranya khususnya pada kasus narkotika jika mereka 
tergolong masyarakat yang tidak mampu secara finansial maka mereka dapat 
meminta layanan bantuan hukum dari pos bantuan hukum yang disediakan di 
Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam hal ini pelaksanaan pos bantuan 
hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki peranan yang sangat besar 
untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mencari keadilan.  
Pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB khususnya pada pendampingan kasus narokotika ini kurang optimal 
dalam penentuan penerima layanan bantuan hukum sebab kurangnya 
pengawasan prosedur dalam menentukan penerima layanan bantuan hukum 
pada pos bantuan hukum dalam kasus narkotika. Fakta ini tidak sejalan 
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dengan Pasal 22 mengenai penerima layanan bantuan hukum pada pos 
bantuan hukum di Pengadilan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu. 
Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji terhadap masalah tersebut dengan judul “PELAKSANAAN 
POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KASUS 
NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI 
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI 
BANGKINANG KELAS IB.” 
 
B. Batasan Masalah 
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan 
penulis teliti adalah pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan 
kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. 
 
C. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 






1. Bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus 
narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB? 
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum 
dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu  di Pengadilan 
Negeri Bangkinang Kelas IB? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji agar memperoleh suatu hal 
setelah penelitian selesai dilakukan
14
, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan 
kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum 
bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pos 
bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Pengadilan Negeri Bangkinang kelas IB. 
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E. Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan memberikan 
wawasan kepada masyarakat pecinta hukum dan keadilan terutama 
yang berkaitan dengan masalah layanan bantuan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu untuk beracara khususnya dalam kasus 
narkotika. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian sejenis, pada masa yang akan datang. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang 
berkaitan dengan masalah layanan bantuan hukum bagi masyarakat 
tidak mampu dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma 
di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian 
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. 
b. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 








3. Secara Akademis 
Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar 
sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu
15
. Metode merupakan cara 
kerja memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang 
bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai 
berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 
sosiologis, yakni dengan cara peninjauan langsung ke lapangan
16
 untuk 
mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari 
responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka 
untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan 
penelitian ini. 
Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu 
penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal 
yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis  fakta-fakta atau 
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2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan masalah dan pembahasan peneliti, maka peneliti melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, alamat Jl. Letnan 
Boyak No. 77, Langgini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar Provinsi Riau. 
Kantor Sementara Jl. H.R Soebrantas (Komplek Perkantoran Bupati 
Lama) Bangkinang Kab. Kampar Provinsi Riau. 
3. Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, 
antara lain: 
a. Data Primer 
Yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi 
penelitian
18
 baik melalui metode pengamatan (observasi), wawancara 
(interview), maupun laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh 
penulis. 
b. Data Sekunder 
Yaitu fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi 
pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan 
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
19
. 
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Data sekunder dibagi menjadi: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek 
penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut terdiri dari : 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari 
instansi lokasi penelitian pos bantuan hukum Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum 
yang terkait dengan objek penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 
berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, 
majalah, surat kabar dan sebagainya. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga 
berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama
20
. 
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Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi
21
 yang memiliki 
sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk 
penelitian. Metode sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh 
(sensus) dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel, Sampel yang diambil hanya sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka yang menjadi sampel atau subjek sumber data 
dalam penelitian ini adalah 2 orang hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, 
1 orang petugas pos bantuan hukum, dan 3 kasus narkotika di pos bantuan 
hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
No Nama Populasi Populasi  Sampel  Presentase 
1. Hakim Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB 
13 2 15% 
2. Petugas Pos Bantuan Hukum 








3. Kasus Narkotika di Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan 
Negeri Bangkinang Kelas IB 
34 3 8,8% 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian 
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Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap objek penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Pengadilan Negeri Bangkinang. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 
digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau 
responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan 
penulis butuhkan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dari 
dokumen yang dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan informasi. 
d. Studi pustaka 
Studi pustaka adalah penulis mengambil beberapa buku-buku  
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6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses untuk memeriksa, mengubah, dan 
membuat pemodelan data dengan maksud untuk memberikan informasi 
yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk 
mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini 
analisa data secara kualitatif yakni cara untuk menghasilkan penelitian 
deskriptif dengan menganalisa data-data dan mengklarifikasi data 
berdasarkan kategori dengan menggunakan metode induktif. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan uraian 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian, Sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang, struktur 
oragnisasi, visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
  Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni tentang pelaksanaan pos bantuan 






berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat 
tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB  
BAB IV :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  
  Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang pelaksanaan pos 
bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara 
cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 
IB dan faktor-faktor pendukung dan penghambat  layanan pos 
bantuan hukum dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB. 
BAB V     : PENUTUP 
  Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 










GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar 
Kabupaten Kampar lahir pada tanggal 06 februari 1950 yang tertuang 
dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan 
peraturan Undang-Undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah 
Nomor 3/DC/STG/50 tanggal 06 februari 1950.  
Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih kurang 11.289,28 km
2
 atau 12,26% 
yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan 
dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah kabupaten 
Kampar adalah sebagai berikut: 
Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis 
Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi 
Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat) 
Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai 
kecil diantaranya Sungai Kampar yang  panjangnya  ±413,5 km  dengan 
kedalaman rata- rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m dimana jumlah penduduk 
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Mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, berdasarkan data 
kementerian dalam Negeri catatan kependudukan dan sipil hingga akhir tahun 
2020 di Kabupaten Kampar mencatat bahwa pemeluk agama islam berjumlah 
706.835 jiwa (89,44%), pemeluk agama kristen berjumlah 83.051 jiwa 
(10,51%), pemeluk agama protestan berjumlah 75.277 jiwa (9,53%) dan 
pemeluk agama katolik berjumlah 7.774 jiwa (0,98%) . Kabupaten Kampar 
memiliki 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 250 Desa. Adapun nama ke 21 
Kecamatan tersebut adalah: 
1. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai) 
2. Bangkinang Kota (ibu kota: Bangkinang) 
3. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian) 
4. Kampar (ibu kota: Air Tiris) 
5. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain) 
6. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar) 
7. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema) 
8. Kampar Timur (ibu kota: Kampar) 
9. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah) 
10. Kuok (ibu kota: Kuok) 
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja) 
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak) 
13. Salo (ibu kota: Salo) 
14. Siak Hulu (ibu kota : Pangkalan baru) 






16. Tapung (ibu kota: Petapahan) 
17. Tapung Hilir (ibu kota: Kota Garo) 
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek) 
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat) 
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang) 
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung) 
Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis yang temperatur 
maksimalnya 32°C dengan memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan 
terutama dibidang pertanian dan perikanan darat
24
. Sebagian besar mata 
pencaharian penduduk Kabupaten Kampar adalah pertanian, perkebunan dan 
perikanan, hanya sebagian kecil yang bekerja dibidang lainnya.  
Penduduk di wilayah Kabupaten Kampar sering disebut dengan istilah 
ughang ocu/orang ocu, dengan sebagian besar persukuan Domo, Melayu, 
Piliong/Piliong, Mandaliong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang. 
Pemerintahan wilayah Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh H. Catur 
Sugeng Susanto, S.H. 
 
B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkinang  Kelas IB 
Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama 
dilingkungan Peradilan Umum di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai 
Negara hukum, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-
undang Dasar 1945 menentukan bahwa
25
: “kekusaaan kehakiman dilakukan 










oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terletak di 




Pengadilan Negeri bangkinang pada awalnya gedung terletak di jalan 
Prof. M. Yamin, SH bangkinang. seiring berkembangnya zaman dan hukum 
pada tanggal 17 Maret 1977 adanya DIP.NO.52/XIII/3/1977 tentang 
pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di jalan Letnan 
Boyak yang dilaksanakan oleh PT.GIAM Pekanbaru dengan luas tanah 8.280 
m
2
 dan luas bangunan 624 m
2
, dimana bangunan tersebut terdiri dari dua lantai 
dan berpilar empat buah
27
.  
Pada tanggal 23 Juli 1979 gedung kantor Pengadilan Negeri 
Bangkinang diresmikan oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. 
Kehakiman yakni Soeroto, S.H. 
Setelah Pengadilan Negeri Bangkinang dibentuk/didirikan yang secara 
praktis pada tanggal 26 Desember 1976 di wilayah Kabupaten Kampar dengan 
sarana dan prasarananya serta tenaga khusus yang bekerja sebagaimana 
mestinya sehingga wilayah Kabupaten Kampar penegakan hukum sudah dapat 
berjalan dengan semestinya.  
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Sejak terbentuknya Pengadilan Negeri bangkinang Kelas IB adapun 
nama-nama ketua yang pernah menjabat sebagai berikut: 
1. Abdul Razak,S.H 
2. Anas Chas, S.H 
3. H. Marsel Buchari, S.H 
4. Pangeran Siregar, S.H 
5. Bachid Noor, S.H 
6. Sarpin Rizaldi, S.H 
7. H. Ahmad Shalihin, S.H 
8. Prim Haryadi, S.H, M.H 
9. H. Achmad Dimyati R.S, S.H, M.H 
10. Toto Ridarto, S.H 
11. Suharno, S.H, M.H 
12. Ahmad Sumardi, S.H, M.H 
13. Muhammad Arif Nuryanta, S.H, M.H 
14. Lilin Herlina, S.H, M.H 
15. Unggul Tri Esthi Muljono, S.H, M.H 
16. Riska Widiana, S.H, M.H (Sampai Sekarang) 
Susunan pada Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri 
dan Wakil Pengadilan Negeri, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita. 







Gambar II. 1 




















Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB (2021) 
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C. Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB 
Layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak 
mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 sampai sekarang
28
. Dalam jangka 
waktu tersebut menunjukan bahwa pemberian bantuan hukum bagi 
masyarakat yang tidak mampu sangat diperlukan dengan harapan adanya 
peningkatan atau intesitas dari pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke 
tahun.  
Bantuan hukum yang dimaksud dalam layanan pemberian bantuan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah bantuan jasa berupa memberikan 
nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, bertindak 
sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan, 




Arah kebijakan dari program bantuan hukum ini disamping 
memberdayakan keberadaan dan  kesamaan hukum bagi seluruh lapisan 
masyarakat juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta kepatuhan 
hukum dimasyarakat melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara 
dalam hal kepentingan hukum di Pengadilan.  
Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 
IB bekerjasama dengan lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum Forum 
Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang di ketuai oleh Hj. Tatin 
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 Data diperoleh dari Website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tentang Pos 








Suprihatin, S.H pada kamis tanggal 17 Januari 2019, sekaligus sebagai petugas 
pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan dibantu 
oleh beberapa advokat lainnya. Program pemberian bantuan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu dilaksanakan berdasarkan dengan
30
:  
1. Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman. 
2. Pasal 13 ayat (1) tentang organisasi, administrasi dan finansial. 
3. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah 
Agung. 
4. Pasal 37 tentang setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum. 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 
6. Pasal 56 ayat (1 dan 2) tentang tersangka dan terdakwa. 
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
31
. 
Pelaksanaan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB khususnya pada kasus narkotika 
(pidana khusus) yang terjadi pada tahun 2019. Layanan ini diberikan pada 
masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014, yakni : memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu 
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31
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 






(SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilyah setempat, 
memiliki surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti: 
1. Kartu Keluarga Miskin (KKM). 
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. 
3. Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). 
4. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). 
5. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan.  
Masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut akan diberikan haknya 
untuk menyelesaikan perkara dengan biaya cuma-cuma atau gratis dengan 
dakwaan minimal lima (5) tahun atau lebih. Layanan pos bantuan hukum di 
Pengadilan akan menyediakan advokat/kuasa hukum yang akan membela atau 
menemani sampai perkara tersebut selesai.  
Dengan adanya layanan pos bantuan hukum yang disediakan 
pemerintah pada setiap Pengadilan, diharapkan dapat membantu masyarakat 
untuk mendapatkan haknya dalam menyelesaikan suatu perkara. 
Tabel II.1 
Struktur Pos Bantuan Hukum 
No Nama Jabatan 
1. Tatin Suprihatin, S.H Petugas pos bantuan hukum/ketua 
lembaga bantuan hukum 
2. Sri Iryani, S.H Staf 
3. Mohammad Batra, S.H Staf 








D. Gambaran Umum Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan 
Hukum 
Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang  Dasar 1945 menjamin 
akan persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualiannya”
32
. Adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang 
tidak mampu dalam kasus hukum merupakan salah satu upaya untuk 
mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum.  
Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum ini pada pokonya 
mengandung arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli untuk warga 
Negara yang memerlukannya untuk mewujudkan hak-hak serta mendapatkan 
perlindungan hukum yang wajar
33
. Untuk mendukung jaminan atas hak 
konstitusional tersebut maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) yang menjadi dasar bagi suatu Negara 
untuk menjamin warga Negaranya khusunya kelompok masyarakat yang tidak 
mampu untuk mendapat akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum
34
.  
Selanjurnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang advokat dimana dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat 
atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat 
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yang kurang mampu secara cuma-cuma dengan syarat-syarat yang telah diatur 
dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak memberikan bantuan hukum 
sebagaimana mestinya maka advokat atau penasihat hukum tersebut akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan wujud dari salah satu 
asas penting yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yakni asas yang menunjukan bahwa seorang terdakwa yang 
diperiksa dipersidangan dianggap sebagai subjek bukan objek, dimana setiap 
orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan
35
. Menjamin 
hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan kewajiban 
suatu Negara. Dimana hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar 




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang kovenan internasional 
hak-hak sipil dan politik mendukung dan mengakui hak atas bantuan hukum 
dan hak atas advokat, dimana memerintahkan Negara untuk memberikan dan 
menyediakan advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan 
hukum secara efektif kepada masyarakat yang tidak mampu.  
Untuk memenuhi tuntutan hak konstitusional tersebut Pasal 22 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat 
wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan 
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yang tidak mampu. Ini merupakan prinsip dari Negara hukum yang terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Gambar II. 2 










Sumber: Jurnal Nirmala Many dan Ahmad Sofian (2020) 
Sejalan dengan Undang-Undang Tentang advokat, kode etik advokat 
Indonesia juga mengatur tentang pro bono atau tindakan secara cuma-cuma. 
Undang-Undang tentang advokat sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 22 
ayat (1), oleh sebab itu Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2008 
mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang 
persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. 
Selanjutnya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI merupakan salah 
satu tujunanya untuk mengunggah dan melahirkan kesadaran individu advokat 
untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang advokat 
Kode etik advokat Indonesia 
Peraturan Pemerintah Nomor 
83 Tahun 2008 









. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 
merupakan organisasi yang memiliki pusat bantuan hukum paling banyak di 
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A. Negara Hukum 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 
hukum, dimana setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan 
penduduk harus sesuai dengan hukum
38
. Sistem hukum Negara Indonesia dan 
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin akan persamaan dihadapan hukum 
dimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hans Kelsen mengatakan 
bahwa Negara merupakan suatu tertib hukum atau suatu kesatuan tata tertib
39
. 
Dalam konteks ini berkonotasi dengan pengertian Negara dari segi 
hukum/secara yuridis. 
Defenisi lain mengenai Negara dikemukakan oleh Aristoteles bahwa 
Negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh 
hidup yang sebaik-baiknya
40
. Maksudnya Negara hukum dimana dalamnya 
terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan 
Negara.  
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Sedangkan menurut Max Weber
41
 Negara adalah suatu masyrakat yang 
memonopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu 
wilayah. Maka Negara sebagaimana dikemukakan tersebut akan semakin 
jelas. Jadi sebagaimana dikemukakan diatas, Indonesia sebagai Negara hukum 
yang ditandai dengan adanya lembga yudikatif yang bertugas untuk 
menegakan aturan hukum.  
Menurut Didi Nazmi
42
 Negara hukum adalah Negara yang 
berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negaranya. 
Maksudnya segala sesuatu kewenangan serta tindakan Negara atau penguasa 
semata-mata berdasarkan hukum, dengan kata lain hukum yang mengatur. Hal 
ini mencerminkan keadilan bagi setiap kehidupan warga Negaranya.  
Kemudian Wirjono Prodjodikoro
43
  mengatakan bahwa Negara hukum 
berarti suatu Negara yang di dalam wilayahnya terdapat: 
1. Semua alat perlengkapan dari Negara, khususnya perlengkapan 
pemerintah dalam tindakan baik terhadap warga negaranya maupun dalam 
saling berhubungan. 
2. Semua warga Negara/penduduk, dalam kehidupannya harus tunduk dan 
patuh pada peraturan hukum yang berlaku. 
Maka Negara hukum yang dikemukakan diatas akan semakin jelas 
dengan pendapat Aristoteles
44
 bahwa gambaran Negara hukum yang dikaitkan 
dengan Negara zaman Yunani Kuno yang masih terikat pada polis. 
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Maksudnya Negara hukum dimana suatu wilayah berpendudukan yang urusan 
Negara dilakukan dengan musyawarah, seluruh warga Negaranya ikut serta 
dalam urusan penyelenggaraan Negara. Dengan itu terwujudnya suatu Negara 
hukum yang tujuan dari Negara hukum tersebut adalah keadilan demi 
kesempurnaan warga negaranya.  
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Negara 
hukum, hukum yang memegang amanat tertinggi dalam penyelenggaraan 
Negara. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertera 
pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tersebut 
merupakan suatu bentuk norma yang berasal dari muatan dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945.  
Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, 
sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara 
atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan 
atau kedaulatan rakyat. Ini menggambarkan bahwa begitu eratnya hubungan 
Negara hukum dan kerakyatan. Paham Negara hukum yang demikian 
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi
45
, oleh sebab itu 
prinsip supremasi hukum dan kedaulatan pada dasarnya berasal dari 
kedaulatan rakyat.  
Negara Indonesia adalah Negara hukum
46
. Negara hukum Indonesia 
adalah Negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan 
falsafah dan dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan 
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cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum dari 
peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman, dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan Negara hukum untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dsar 1945 demi terselenggarakannya Negara hukum Indonesia.  
 
B. Bantuan Hukum 
Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Jaminan untuk 
mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 
1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Hak 
memperoleh bantuan hukum adalah hak mendasar bagi seseorang yang 
terkena maslaah hukum sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
47
 “bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ini adalah wujud dari Negara 
Indonesia adalah Negara hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan untuk mewujudkan keadilan dan 
kesamaan kedudukan dalam hukum.  
Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya 
mempunyai arti bantuan hukum atau layanan bantuan hukum yang diberikan 
oleh para ahli hukum untuk warga Negara yang memerlukannya untuk 
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Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini 
adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni 
aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup 
dengan sejahtera dan berkeadilan khususnya dalam lembaga peradilan. 
Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua 
lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan 
yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku
49
. 
Memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses 
terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. 
Bantuan hukum juga merupakan salah satu wujud dari persamaan didepan 
hukum (equality before the law)
50
. Semua orang berhak atas perlindungan dari 
hukum dengan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, bahasa, agama, kekayaan, politik dan lain sebagainya. 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Pengadilan meliputi layanan bebas biaya perkara, sidang di luar gedung 
Pengadilan, dan pos bantuan hukum Pengadilan di lingkungan Peradilan 
umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.  
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Pos bantuan hukum merupakan tempat pemberian layanan hukum yang 
tersedia pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan 
hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2014 yang berupa informasi, konsultasi dan advokat hukum serta 
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman.  
Kehadiran pos bantuan hukum ini disebut juga sebagai sebuah 
terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep 
bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaannya 





C. Narkotika  
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 
baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam 
golongan-golongan yang terlampir pada Undang-Undang ini .   
Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat 
bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu serta untuk 
pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
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kesehatan. Tapi, jika disalahgunakan yang tidak sesuai dengan standar 
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi 
perorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda. Bahkan dapat 
menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa 
yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. 
Tindak pidana narkotika ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan 
satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja sama 
dengan rapid dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun 
internasional
52
. Karena itu Pemerintah berupaya untuk meminimalisir 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang narkotika. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
narkotika, narkotika dibedakan kedalam 3 golongan yaitu
53
: 
1. Narkotika golongan I, Narkotika golongan ini disebut juga dengan 
narkotika alami yang berupa zat atau obat bisa dipakai langsung sebagai 
narkotika tanpa perlu proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya. 
Tanaman ini tidak boleh digunakan sebab merupakan salah satu dari jenis 
narkotika. Golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi 
ketergantungan yang sangat tinggi. Tanaman ini berupa: 
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a. Tanaman Papaver Somniferum L.  
b. Kokain  
c. Opium mentah 
d. Tanaman koka 
e. Ganja  
2. Narkotika golongan II, golongan ini disebut juga dengan narkotika 
semisintesis yakni zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi yang 
berkhasiat untuk pengobatan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan. Golongan ini mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan 
ketergantungan, seperti: Alfasetilmetadol, Betametadol, Metadona, dan 
lain sebagainya. 
3. Narkoitka golongan III, narkotika sintetik jenis ini merupakan proses yang 
bersifat untuk keperluan dalam bidang kesehatan dan penelitian sebagai 
penghilang rasa sakit. Golongan ini memiliki potensi ketergantungan 
ringan, seperti: Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, dan Propiram
54
. 
Kejahatan terhadap narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 samapai 
Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
55
 yang 
merupakan ketentuan khusus dimana didalamnya ditegaskan bahwa tindak 
pidana tersebut adalah sebuah kejahatan, jika narkotika tersebut digunakan 
diluar kepentingan yang sudah dijelaskan dan pemakaian secara tidak sah 
yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa seseorang. 
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Sementara itu, kejahatan terhadap narkotika ini merupakan suatu 
tindak pidana dimana pelanggaran yang mengancam keselamatan baik bagi 
pengguna maupun bagi masyarakat sekitar secara sosial baik fisik maupun 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 
IB dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan layanan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus 
narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 
belum terlaksana secara efisien. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan 
sasaran penerima bantuan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan 
Negeri Bangkinang Kelas IB. 
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika cecara cuma-cuma berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian 
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah: 
a. Faktor pendukungnya adalah penasihat hukum atau petugas di pos 
bantuan  hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB selalu siap 
untuk, memberikan layanan bantuan hukum dan melaksanakan sidang 







b. Faktor penghambatnya adalah beberapa masyarakat tidak memiliki 
pengetahuan mengenai pos bantuan hukum dalam pemberian layanan 
bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ketidaktahuannya itu 
mengakibatkan penerima bantuan hukum tidak terlaksana secara 
efisien atau tidak tepat sasaran. 
 
B. Saran 
Untuk bisa ditetapkan pelaksanaan pos bantuan hukum dalam 
pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 
IB setelah melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa 
saran yaitu: 
1. Kepada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 
untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam menentukan penerima 
layanan bantuan hukum khususnya pada kasus narkotika dan sosialisasi 
kepada masyarakat agar penerima layanan bantuan hukum tepat sasaran. 
2. Kepada masyarakat untuk bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan 
Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 
Negeri Bangkinang Kelas IB dan meningkatkan partisipasi dalam 
mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai layanan bantuan 
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https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar, Diakses pada tanggal 16 
Mei 2021, Jam 11.30 Wib 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, Diakses pada tanggal 17 Mei 
2021, Jam 09.00 Wib 










BAB I BENTUK DATA 
A. Latar Belakang Masalah  - Yuanita Tarid, (Hakim Pengadilan 
Negeri Bangkinang Kelas IB), 
Wawancara (Pra Riset), Tanggal 17 
Desember 2020 di Kantor 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB [hlm. 6] 
PELAKSANAAN POS BANTUAN 
HUKUM DALAM PENYELESAIAN 
KASUS NARKOTIKA SECARA 
CUMA-CUMA 
BENTUK DATA 
1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan 
Hukum di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB? 
2. Bagaimana prosedur pemberian 
bantuan hukum kepada masyarakat 
tidak mampu di Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB? 
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi 
untuk mendapatkan layanan bantuan 
hukum Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB? 
4. Dasar hukum pemberian layanan 
bantuan hukum di Pos Bantuan 
Hukum? 
- Yuanita Tarid. (Hakim), 
Wawancara. Tanggal 18 Desember 
2020 [hlm. 44] 
- Shofia Nisra. (Hakim), Wawancara 
Tanggal 10 Mei 2021 [hlm. 43] 
- Tatin Suprihatin, (Petugas Pos 
Bantuan Hukum), Wawancara 
Tanggal 20 Mei 2021 [hlm. 44] 
5. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 
dalam kasus Narkotika secara cuma-
- 3 (tiga) Data Putusan Kasus 





cuma Di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Kelas IB? 
[hlm. 46] 
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG 
DAN PENGHAMBAT POS 
BANTUAN HUKUM DALAM 
KASUS NARKOTIKA SECARA 
CUMA-CUMA 
BENTUK DATA 
1. Menurut ibu apa saja yang menjadi 
faktor pendukung dan penghambat 
dalam penyelesaian kasus narkkotika 
di Pos Bantuan Hukum Pengadilana 
Negeri Bangkinang Kelas IB? 
- Tatin Suprihatin, (Petugas Pos 
Bantuan Hukum), Wawancara 
Tanggal 21 Mei 2021 [hlm. 59] 
- Tatin Suprihatin, (Petugas Pos 
Bantuan Hukum), Wawancara 





















BAB I BENTUK DATA 
A. Latar Belakang Masalah - Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 [hlm. 1] 
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 [hlm. 1] 
- Frans Hendra Winarta, Hak 
Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum Dalam 
Rangka Pembangunan Hukum 
Nasional, (Semarang: Universitas 
Padjajaran, 2007) [hlm. 1] 
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman [hlm. 2] 
- Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara 
Indonesia, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2005) [hlm. 
2] 
- Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik 
Bantuan Hukum di Indonesia, 
(Jakarta: PrenadaMedia Group, 
2017) [hlm. 2] 
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) [hlm. 
2] 
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 





Pemberian Bantuan Hukum diganti 
dengan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu [hlm. 3] 
- Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita, Al-
Quran dan terjemahannya, 
(Bandung:CV. Media Fitrah Rabbani 
Komplek Villa Bandung Indah, 
2011) [hlm. 4] 
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan 
Hukum Terhadap Peredaran 
Narkoba di Kalangan Generasi 
Muda, Jurnal Lex Crimen Vol.II, 
Nomor 4, Agustus 2013 [hlm. 5] 
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian - Fakultas Syariah dan Hukum, Buku 
Panduan Akademik, (Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif kasim 
Riau, 2011) [hlm. 8] 
C. Metode Penelitian - Sugiyono, Metode Penelitian 
Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2012) [hlm. 10] 
- Soejono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, (Jakarta: UI 
Press,1986) [hlm. 10] 
- Sarifuddin Azwar, Metode 
Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 





- Amiruddin dan Zainal Asikin, 
Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2008) [hlm. 12] 
- Rony Hanitijo Soemitro, Metode 
Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982) [hlm. 12] 
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian 
Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014) [hlm. 13] 
- Bambang Sunggono, Metodologi 
Penelitian Hukum, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015) [hlm. 13] 
- Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, 
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Suska Riau, 2011) [hlm. 15] 
BAB II BENTUK DATA 
A. Gambaran Umum Lokasi 
Penelitian 
- Data diperoleh dari Profil Kabupaten 
Kampar Provinsi Riau [hlm. 19] 
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 [hlm. 21] 
- Data diperoleh dari Profil 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB [hlm. 21] 
- Data diperoleh dari Website 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
Kelas IB Tentang Pos Bantuan 
Hukum [hlm. 25] 
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 





Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu [hlm. 26] 
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 [hlm. 28] 
- IGD Ridwan Widyadharma, 
Profesional Hukum Dalam 
Pemberian Bantuan Hukum, 
(Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2010) [hlm. 
29] 
- Yusuf Saefudin, Implementasi 
Pemberian Bantuan Hukum Bagi 
Rakyat Miskin Di Jawa Tengah 
Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011Tentang 
Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum 
Volume 1, Nomor 1, 2015 [hlm. 29] 
- Angga Ridwan Arifin, Penerapan 
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 
Kurang Mampu Di Indonesia, Jurnal 
Hukum, Volume 4, Nomor 2 [hlm. 
30] 
- Nirmala Many dan Ahmad Sofian, 
Bnatuan Hukum Cuma-Cuma (Pro 
Bono) Sebagai Perwujudan Akses 
Keadilan Bagi Maasyarakat Miskin 
Di Indonesia, Jurnal Kesejahteraan 
Sosial, Volume 44, Nomor 3, 







BAB III BENTUK DATA 
A. Tinjauan Teoritis - Nur Hidayat, Rujukan dan Aplikasi 
Sistem Hukum Indonesia 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 
1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, 
Volume 01, Nomor 02, Oktober 
2017 [hlm. 33] 
- Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: 
Liberty, 1998) [hlm. 33] 
- Ni’matul Huda, Ilmu Negara, 
(Yogyakarta: Rajawali Pers PT 
RajaGrafindo, 2010) [hlm. 33] 
- Sarja, Negara Hukum Teori dan 
Praktek, (Yogyakarta: Thafa Media, 
2016) [hlm. 34] 
- Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara 
Hukum, (Padang: Angkasa Raya, 
1992) [hlm. 34] 
- Andry Rahman Arif, Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Hukum 
Terhadap Terdakwa Yang Tidak 
Mampu Dalam Perkara Pidana Di 
Kota Bandar Lampung, Jurnal Ilmu 
Hukum, Volume 9, Nomor 1, 
Januari-Maret 2015 [hlm. 37] 
- Fauzan, Penerapan Pemberian 
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 
Miskin Melalui Posbakum Di 
Pengadilan Agama Kota Bengkulu, 
Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi, 





2, 2017 [hlm. 38] 
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, (Jakrta: 
Sinar Grafika, 2009) [hlm. 39] 
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 Tentang Narkotika [hlm. 39] 
- Lampiran I Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
[hlm. 40] 
BAB IV BENTUK DATA 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2014 Bab 1 Pada Pasal 1 
Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu Di Pengadilan [hlm. 
42] 
- Data diperoleh dari Pengadilan Negeri 
















Nama : Yuanita Tarid, S.H, M.H 







Nama : Shofia Nisra, S.H, M.H 
Status : Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 
 
 
Nama : Tatin Suprihatin, S.H 
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